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BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa untuk menmgkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan dan pelaksanaan pungutan sebagai upaya
memngkatkan Pendapatan Daerah, dipandang perly mengatur
pemberian uang perangsang ;

vahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada poin a diatas perlu diatur

dengan Peraturan Daerah

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 fentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Ciitang Perumbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 ) ,
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinay, Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai Thmur, dan Kota B{mtang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tenigng Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah,
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ),
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. Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 {entang Pengurusan,

Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tata Cara
Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dap Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacrah dan Penyusunan
Perhitungan Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah :

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah :

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah -

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Fahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202 )3
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2001
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2001
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatg Kega Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Kutaj Timur.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAK YAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI
PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalain Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

(1)  Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur :

(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
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(3) Bupati adalah Bupatt Kabupaten Kutai Timur ;
(4) Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur ;

(3) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
PERSENTASI DAN PENGALOKASIAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

(1) Dinas/Bagian/Unit Kerja dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur

yang melaksanakan Pemungutan, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan -

Pendapatan lainnya diberikan Uang Perangsang -

(2} Besarnya Uang Perangsang ditetapkan minimal 2 % dan maksimal 5 % dari hasil
Penerimaan Daerah yang diperoleh ;

(3} Pengalokasian Uang Perangsang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kuytai Timur
melalui Anggran Belanja Rutn Dinas Pendapatan dengan perhitungan nrediksi
pencrimaan Pendapatan Daerad tidak termasuk pendapatan |

(4) Penenimaan Derah yang tidat dikenakan persentasi alokasi Uang Perangsang vaity -

a BRagt hasil pajak yang bersumber dari PBB dan BPHTB ( Bea Peralihan Hak Atas
Tanah dan Bangunan };

b. Bagi hasil bukan pajik dari DAU dan DAXK.
BARB III
PENGELOLAAN UANG PERANGSANG
Pasal 3

remberian Uang  Perangsang  dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi
penesffidan, dengan tujuan meningkatkan mobilitas/operasional Pegawal vang menimniang

Peungkatan Penerimaan Daerah.
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- Pasal 4

Penigyunaan Uang Perangsang sebagaimana dimaksud d

alam pasal 3, bukan untuk
dipergunakan sebagai  Dang

Operasional ataupunn  Dana  Investasi  Dipas
Pendapatan/Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dalam pemberian Uang Perangsang memperhatikan realisasi penerimaan tidak

termasuk penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).

Pasal 6

" Dalam Pelaksanaan Pemberian Uang Pera

ngsang dimaksud diberikan kewenangan
kepada Kepala Dinas Pendapatan seluky

koordinator pelaksang Penerimaan Daerah yang

berkaitan dengan nama penerima Uang Perangsang yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati,
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Hal-ial yang belun  dialur dalan Peraluran Dacrah i,

scpar:jang mengenai
slaksauaamwa diaiuf‘ lr':bi.}'l Iatltui dr.:ﬂ AL Kt‘: utusan Bu ai-i.
p - .} El p

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang terdahuly dinyatakan
ttdak berlaku lagj.



D1 tetapkan di Sangatta
Pada Tanggal. 17 September 2001

BUPATY KUTALI TIMUR,

ttd

Drs. HAWANG FAROEK ISHAK. MM.MS;

D1 Undangkan di Sangatta
Pada tangaal 17 September 2001
SEKRETARIS KABUPATEN

e —— .
Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc
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